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ABSTRAK

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaol@n Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan menjelaskan setiap Usaha dan/atau Kegigang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal., dan setidpsaha dan/atau Kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memilldKL-UPL. Pada dasarnya proses penilaian
Amdal atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu tkesadengan proses permohonan dan
penerbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalaim yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajitdah atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saEbagasyarat memperoleh izin Usaha
dan/atau Kegiatan. Izin lingkungan menjadi pendrdgi pelaku usaha yang ingin mendirikan
usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izahaitidak akan diberikan. Tujuan penulisan
skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan pembeiiEn lingkungan di Kota Pekanbaru
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu2 Z@htang lzin Lingkungan, faktor
penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin linggqunli Kota Pekanbaru dan upaya yang
perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembgimatingkungan di Kota pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis karemenggambarkan permasalahan
hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pemberiatingkungan di Kota Pekanbaru. Penelitian
ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Populasi dan sdragalah dalam penelitian ini adalah Kepala
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, perarat dan masyarakat. Sumber data yang
digunakan data primer dan data sekunder, teknilgympulan dalam penelitian ini dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pelaksanpemberian izin lingkungan di Kota
Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi ketentuan asetsag yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingjaum seperti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan tidak melibatkan masyarakaktor penghambat dalam pelaksanaan
pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adaibatasnya sumber daya manusia yang
berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan/atpatén, pelaku usaha masih menganggap
izin lingkungan memberatkan dari segi biaya. Pemgaw oleh instansi terkait di bidang
lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalahabibipaya yang perlu dilakukan dalam rangka
pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota pk&ean adalah meningkatkan sumber daya
manusia yang berkemampuan menilai suatu rencanhaUdan/atau kegiatan, mengefektifkan
keterlibatan masyarakat, diperlukan pengawasan gaagukan dengan cara inspeksi mendadak..

Kata Kunci: Pelaksanaan, 1zin Lingkungan.



A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbdgaituk Usaha
dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkampaka terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkekamudan berwawasan
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunampatta terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivigsmbangunan tersebut
dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingg&dhngengendalian dampak
negatif dan pengembangan dampak positif dapat pitiara sedini mungkin.
Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan umelkkukan hal tersebut
adalah Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenkartindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan balettapsUsaha dan/atau
Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungdonp wajib memiliki
Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadayek biogeofisik dan kimia
saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial yayjddan kesehatan masyarakat.
Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatantigaigberdampak penting,
sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-UndangmMB#micahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dbkanp untuk memiliki
UKL-UPL.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaoN@n Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan menjelaskan setiap Usah@/atleu Kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wagnitiki Amdal., dan setiap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalésri wajib Amdal wajib
memiliki UKL-UPL.' Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau persaerik
UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses p@mano dan penerbitkan
Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepa@tiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amatil UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan phicdebagai prasyarat

! pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesiadl@®7 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan



memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatézin lingkungan menjadi penentu bagi
pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehirtggpa izin lingkungan maka
izin usaha tidak akan diberikan.

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertuldeh
penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selakuaRarsa kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kemgamanya. Permohonan Izin
Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengagmaliaipn Andal dan RKL-
RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin limgdan harus dilengkapi
dengart

a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;

b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

AMDAL merupakan persyaratan utama dalam memperoleim
lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyaratikmhendapatkan izin usaha
dan/atau kegiatan. Bahkan, ljin Usaha/ljin Kegiatarsebut bisa batal demi
hukum, bila izin lingkungan dicabut. Tujuan ditékainnya Izin Lingkungan
antara lain untuk memberikan perlindungan terhalilagkungan hidup yang
lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya petagjen Usaha dan/atau
Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungaogichemberikan kejelasan
prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instaagnd penyelenggaraan
perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan mekabpeikepastian hukum
dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam prgegencanaan
Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, at@atdwalikota sesuai dengan
kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dsmdatam terkait dengan
dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suanocana Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaianiaik dari aspek

teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkasrnvdsi tersebut, pengambil

% pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesiadi@7 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan

° Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Republikntsia Nomor 27 Tahun 2012
Tentang lIzin Lingkungan



keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkkahapaatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak,tdjge atau ditolak, dan lzin
lingkungannya dapat diterbitk&n.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau demasuk salah satu
kota terbesar di Pulau Sumatra telah mengalamiep@skngan dan pembangunan
di berbagai bidang. Perkembangan kota yang teda#iota Pekanbaru terlihat
dengan semakin berkembangnya perekonomian di seggéor, Industri,
perdagangan, pendidikan dan jasa. Perkembangan yloig ditandai dengan
pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisiigaepenunjang aktivitas
penduduk kota disatu sisi merupakan simbol kemajparadaban manusia
terutama penduduk kota yang cenderung mengikutiepgvangan zaman, namun
di sisi lain pembangunan lingkungan perkotaan yetgh dan sedang saat ini
juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhidapat mengakibatkan
terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal infamdai dengan semakin
banyaknya bermunculan masalah lingkungan di pesikota

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Pekanbamaka setiap usaha
atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yangmpdi penentu bagi pelaku
usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tampdingkungan maka izin
usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanatPésaturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentangllmgkungan.

Namun kenyataannya di lapangan hingga saat ini hmdsnyak
kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian litmkungan di Kota
Pekanbaru, yaitu:

1. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan indiud€ota Pekanbaru
yang tidak memiliki izin lingkungan.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidakliki izin lingkungan
di Kota Pekanbaru hanya berbentuk teguran lisartetauis, hal ini tentu saja

tidak menimbulkan efek jera.

* Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indordsimor 27 Tahun 2012 Tentang
Izin Lingkungan



3. Penyusunan izin lingkungan dilakukan pada saatakagisudah mulai, yang
seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkansgeapdari instansi yang
bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha kegiatan yang
bersangkutan dilaksanakan.

4. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi puldingan masyarakat
yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangusaha yang akan
dilakukan.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untukgkaji dalam bentuk

penulisan skripsi yang berjudtiPelaksanaan Pemberian I1zin Lingkungan di

Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Noror 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusasalah yang diangkat
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin lingkurdjakota Pekanbaru
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahur2 Z@htang Izin
Lingkungan ?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam petealesa pemberian izin
lingkungan di Kota Pekanbaru ?

3. Apakah upaya yang perlu dilakukan dalam rangkakpal@an pemberian izin
lingkungan di Kota pekanbaru ?

C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekabaru
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 202 Tentang lzin
Lingkungan.
Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki ts orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib ami@da UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganphskbagai prasyarat untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dari agefearsebut dapat diketahui



bahwa izin lingkungan dilakukan pada saat kegidialum dilaksanakan dan
untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kediatas sudah memiliki
dokumen amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkurigani akan menjadi
persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencsal@audan/atau kegiatan. Jadi
izin usaha tidak akan diterbitkan jika izin linglgan tidak ada dan izin
lingkungan tidak akan diterbitkan jika tidak adakdmen amdal atau formulir
UKL-UPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentamg Lingkungan
mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkunseperti, harus
menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKLEJFD) Dokumen
pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profialbdsdan/atau Kegiatan.
Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum ditednitikerlebih dahulu harus
diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usahi@tau kegiatan untuk
mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan daamalesty Saran, pendapat dan
tanggapan tersebut disampaikan oleh wakil masyayalkey terkena dampak yang
menjadi anggota komisi penilai amdal. Penerbitan imgkungan dilakukan
bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayalkagkungan atau
rekomendasi UKL-UPL.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungfidup Kota
Pekanbaru, pelaksanaan pemberian izin lingkungaelake diterbitkannya
Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2012, beluakshiihakan secara efektif
atau belum terprogram di Kota Pekanbaru. Bukti d@dak dilaksanakannya
penerbitan izin lingkungan berdasarkan PeraturaneAatah Nomor 27 Tahun
2012 adalah dari hasil wawancara kepada KepalarBamgkungan Hidup dan
berdasarkan data pembangunan di Kota Pekanbarua pgadun 2012
pembangunan yang wajib memiliki AMDAL berjumlah 2mprakarsa. Berikut

tabel data pembuatan dokumen Amdal pada tahun 2012:



Tabel IlI.1
Daftar Dokumen Amdal Kota Pekanbaru Tahun 2012

Nama . . . . No dan Tgl
No Perusahaan/Pemrakarsa Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Pengesahan
1 | PT. Basko Green tower Grand Mall, Hotel Dan | JI. Jend. Sudirman. SK Walikota
Sudirman Apartement | & || Kelurahan Simpang | Pekanbaru No
Empat Kota Pekanbaruy 140 Tahun
2012 Tgl. 2
April 2012
2 | PT. Bank Riau Kepri Menara Dang Merdu BankJl. Jend. Sudirman JI.| SK Walikota
Riau Kepri Cut Nyak Dien. Kel. Pekanbaru No
Tanah Datar Kec. 57 Tahun 2012
Pekanbaru Kota Tgl. 31 Mei
2012

Sumber: Arsip Data Pembuatan Dokumen Amdal di lKetkanbaru, 2013

Sedangkan untuk pembuatan dokumen lingkungan yatak wajib

AMDAL, diwajibkan untuk membuat dokumen Usaha Péolgan Lingkungan

(UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), bglzentoh pemrakarsa

dokumen lingkungan UKL-UPL pada tahun 2012:

Tabel 111.2

Rekapitulasi Rekomendasi UKL-UPL Kota Pekanbaruufa®012

Nama Perusahaan : . . . No. Persetujuan Tgl.
No /Pemrakarsa Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan ISK Pengesahan
1 | PT.Indofood CBP Jl.Kaharuddin
Sukses MakmurThbk - Nasution
Cabang Pekanbaru Industri Mie Km.12Kel.Maharatu 660/BLH/UKL- Januari 2012
Instans UPL/01/2012
Kec. Marpoyan
Damai
2 PT.Intl Cakrawala ] JI.Soe.karno Hatta 660/BLH/UKL- _
Citra(PemrakarsaUsahg Pusat Perkulakan | Kel. SidomulyoBarat Januari 2012
UPL/02/2012
Pusat Perkulakan) Kec.Tampan
3 PT.A_nugerah Riau Pembangunan JI.Ra\_/vabenlng 660/BLH/UKL- 20 Januari
Mustika Perumahan Kel.Sidomulyo
. UPL/03/2012 2012
PermataBening BaratKec.Tampan
4 | RS.Awal Bros Tipe C ;‘;”X’V";‘;‘lggr”oi” JI. HR. Subrantas | 660/BLH/UKL- Februari
Tipé C Panam Kec.Tampan | UPL/04/2012 2012
5 | Dinas Pekerjaan Umum| Pembangunan JI. S.M.Amin Kel.
g'{g:}"”s' Sﬁda‘;”g Kantor ig‘;pﬁ‘:r% Bair” 660/BLH/UKL- | 6 Februari
. : P UPL/06/2012 2012
Pekerjaan Umum
Provinsi Riau
6 | Hotel Majestic Pembangunan 31, Ir.H.Juanda 660/BLH/UKL- 17 Februari
Hotel Majestic T UPL/06/2012 2012
7 | PT.Schlumberger Workshop JI.Yos Sudarso 660.1/BKH | 27 Februari




GeophysicsNusantara

Electrical
Submersible Pump

Km.18 Kel.Muara
Fajar Kec. Rumbai

-UPL/07/2012

2012

8 | PT.Sarana Rencana .
. : JL.Jend.Sudirman
Pembangunan Riau Peremajaan | Si
danPengembangan Kel.Simpang Empat
. Kec.Pekanbaru kota | 660.1/BLH/UKL
Stasiun 9 Maret 2012
-UPL/08/2012
BahanBakar
Umum (SPBU)
14.282.260
9 | PT.Apik Berseri Pembakaran Jl.Baledang
Cemerlang Limbah Medis Kel.Tangkerang Kec. 682&/1%%;)5 L 142I(\)/I1a2ret
RumahSakit Pekanbaru kota
10 | PT.Monrad Lumban Makanan dan JI.Rajawali No.45
Holbug Mimuman Kel. Kampung 660.1/BLH/UKL 6 Februari
Herbal,VCO,Suple| Melayu Kec. -UPL/5.a/2012 2012
men,Pakan Ternak Sukajadi
11 | Klinik Sejahtera Il JI.Bakti Permai
Pembangunan 1.No.27 Kel.Labuh | 660.1/BLH/UKL 21 Maret
Klinik Sejahtera Il | Baru Barat -UPL/11/2012 2012
Kec.Payung Sekaki
12 | SPBU Rahma Yenna | oo, Seorpaka 660.1/BLH/IUKL | 27 Maret
Rahman rarjosan -UPL/12/2012 2012
Kec.Sukajadi
13 _?E:hL;rHJ.Desmdna ﬁigllgagzrllusgﬁ_z JI.Tangkerang Labuaj 660.1/BLH/UKL 27 Maret
THAHAR Kec. Bukit Raya -UPL/13/2012 2012
14| PT.Laksamana Bertuah| pe hangunan City ﬂ;‘g‘:f“&'&m""” 660.1/BLH/UKL | ' oo
Hotel 5800 BeC. -UPL/14/2012
Senapelan
15 | PT.Hero Supermarket | Rencana JI.T.Tambusai.
Tbk Pembangunan Kel.Tangkerang Bara 660./BLH/UKL- Apr-12
; UPL/15/2012
Gianthypermarket | Kec.Marpoyan Damal
Rencana Jl.Kaharudin
PT.Bangun Semesta Nasution 660./BLH/UKL-
16 | Abadi Pembangunan |\ | simbangTiga | UPL/16/2012 | SO-APr-2012
SPBU CODO )
kec.Bukit raya
17 | Klinik Budi Mulia JIl.Soekarno Hatta
Pembangunan ; : 660./BLH/UKL- .
Klinik Kel.SidomulyoTimur UPL/16/2012 21 Mei 2012
Kec.Marpoyan Dama
18 | RS.Pekanbaru Eye JIl.Soekarno Hatta
Center Rumah Sakit Mata| Kel.SidomulyoTimur 660./BLH/UKL- 24 Mei 2012
UPL/17/2012
Kec.Marpoyan Dama
19 | PT.Wira Eka Medika JI.Kaharudin
Insani Pembangunan Nasution Kel. 660./BLH/UKL- .
Rumah Sakit MaharatuKec. UPL/18/2012 | 24 Mei2012
Marpoyan Damai
20 | Priastiakana | asphaitMixing | "R RS ? | 660/BLHIUKL: | oy i oo,
Plant : : UPL/19/2012
Kec. Rumbai
21 | PT.Sumberdaya Pembangkit Listrik .
Sewatama Tenaga ﬁgtl?r?;?uﬁjuu ?335/2%5%;); L 28 Mei 2012
Diesel(PLTD) '
22 | PT.Bima Goltens Pembangkit Listrik .
Powerindo Tenaga Kel.Tanjung Rhu 660.1/BLH/UKL 28 Mei 2012

Diesel(PLTD)

Kec.Lima Puluh

-UPL/21/2012




23 | PT.Riau Intan Baduri Pembangunan JI. Adi Sucipto
Hotel Grand Kel.Maharatu Kec. 660.1/BLH/UKL Juni 2012
L : -UPL/22/2012
Mabhligai Marpoyan Damai
24 | PT.Seraya Sumber Pembangunan JI. Purwodadi
Sejahtera Perumahan Kel.Sidomulyo Barat 660.1/BLH/UKL Juni 2012
. -UPL/23/2012
CitraGarden Kec.Tampan
25 | PT.Hero Supermarket | Rencana JIl.Soekarno Hatta
Tbk Pembangunan Kel.Labu Baru Barat 660./BLH/UKL- Juni 2012
.| UPL/23/2012
Supermarket Kec.Payung Sekaki
Pembangunan JI. Jend. Sudirman No
26 | Grand Central Hotel Grand Central 1 Kel. Tangkerang 660/BLH/UKL- Juni 2012
; UPL/24/2012
Hotel Utara Kec.Bukit Rayd
27 | Klinik Keluarga Sehat Jl.Garuda Sakti Kel.
. Pembangunan ; 660.1/BLH/UKL .
dokter Bastian Klinik Simpang Baru -UPL/25/2012 Juni 2012
Kec.Tampan
28 | PT.Prima Maju JI. Paus
Trikencana Pembangunan Kel.Tangkerang 660./BLH/UKL- 9 Juli 2012
SPBU Tengah UPL/26/2012
Kec.Marpoyan Damal
Pembangunan
. Komplek Sekolah
29 | PT Kalta Citra Utama International 30, Arifin Ahmad 660./BLH/UKL- 9 Juli 2012
Creative School ' UPL/27/2012
dan Gedung
perkantoran
30 | PT. Puteri Aulia Dita JI. HR.Soebrantas
. Pembangunan 660./BLH/UKL- .
Medika Aulia Hospital Kel.Tuah Karya UPL/28/2012 Juli 2012
Kec.Tampan
31 | PT.Ewan Super Food | Kegiatan Industri .
Pengolahan 2 Kharuddin 660/BLH/UKL- | Juli 2012
Mouiding UPL/29/2012
32 | PT.Primanru Jaya Kegiatan
Pengumpulan dan . 660/BLH/UKL- .
Pengangkutan JI. Garuda Sakti No 7] UPL/30/2012 Juli 2012
Limbah B3
33 | RS.Sumatera Eye Pembangunan
. . - 660./BLH/UKL- .
Hospital Rumah S.aklt JI. Arifin Ahmad UPL/31/2012 23 Juli 2012
EyeHospital
34 | PT. Robina Putra Pembanaunan JI. Jend. Sudirman,
Perkasa Hotel dag Kel. Sidomulyo 660.1/BLH/UKL | 24 Agustus
Timur Kec. -UPL/34/2012 2012
Ballroom .
Marpoyan Damai
35 | PT.Bangun Sejahtera | o ponaunan | 2k Kaharudin .~ een 481 1K | 27 Agustus
Bersama Nasution, Kel. Simp.
Swalayan : . -UPL/35/2012 2012
Tiga Kec. Bukit Raya
36 | PT. XL Axiata, Tbk Pembangunan JI. S. M. Amin
(Arengka Il) RT. 03 | 660.1/BLH/UKL can.
Menara & Gedung| o\ 07 Kel. Simpang -UPL/36/2012 07-Sep-12
XLNetwork
Baru, Kec. Tampan
37 | CV. Tirta Bening JI. Taskurun/Duku
Sumber Alami No. 96, Kel. 660.1/BLH/UKL
AMDK Wonorejo Kec. -UPL/37/2012 26-Nop-12
Marpoyan Damai
38 | PT. Wahyu Bangun Perumahan Alami | JI. Punak, Kelurahan| 660.1/BLH/UKL 27-Nop-12

Utama

Permai VI

Labuh Baru Barat,

-UPL/38/2012




Kec. Payung Sekaki
39 | PT. Adlan Adham JI. Yos Sudarso, Kel.
o ' 660.1/BLH/UKL | 5 Desember
Mandiri SPBU 14.281.616 | Kampung Baru ,Kec. -UPL/39/2012 2012
Senapelan
40 | PT. Sani Citra JI. Sultan Syarif
Hotel Grand Qasyim No. 135,Kel.| 660.1/BLH/UKL | 7 Desember
Sahara Rintis, Kec. Lima -UPL/40/2012 2012
Puluh
41 | PT. Wiradjaja Prima _ Jl. Siaklll, K(_alurahan 660 1/BLH/UKL | 7 Desember
Kencana Usaha Readymix Rumba! Bukit Kec. UPL/41/2012 2012
Rumbai
42 | PT. PLN (Persero), Pembangkit Listrik Teluk Lembu,
Pembangkit Sumbag Ut. Tenaga Mesin Gas Kelurahan Tanjung | 660.1/BLH/UKL | 21 Desember
Sektor Pembangkitan 7 Rhu, Kecamatan -UPL/42/2012 2012
(PLTMG) 25 MW | .
Pekanbaru Lima Puluh
43 | Restoran KFC JI.Arifin Ahmad, Kel.
Restoran Cepat Sidomulyo 660.1/BLH/UKL | 27 Desember
Saji Timur Kecamatan -UPL/43/2012 2012
Marpoyan Damai
44 Izzt.r;?;rf; Logam Stasiun I_?_engisian f(aelli I:aigrllaglaa;s Kec 660.1/BLH/UKL | 27 Desember
Bulk Elpiji (SPBE) RuMbai -UPL/43/2012 2012

Sumber: Arsip Data Dokumen UKL-UPL Kota Pekanbaatdn 2013

Berdasarkan jumlah dokumen lingkungan yang telavadiuasi oleh tim
Komisi AMDAL maupun tim pengarah UKL-UPL Kota Peltaru tahun 2012
berjumlah 3 buah dokumen AMDAL dan 44 buah dokunuL UPL. Jika
dilihat dari jumlah kegiatan usaha dan industrikdita Pekanbaru di ketahui
bahwa penyusunan studi AMDAL dan UKL UPL hinggatsea telah dapat
diterapkan di Kota Pekanbaru, namun tidak semubaudan atau kegiatan yang
ada di Kota Pekanbaru mempunyai dokumen pengeldiagkungan tersebut,
seperti PT. Bangkinang yang berlokasi di Jalan teefgi dan satu unit lainnya
di PT Rickry di Jalan Yos Sudarso yaitu perusalmeargolahan getah karet.

Pada dasarnya semua kegiatan pembangunan menimbdbé@apak
terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awatususaha atau kegiatan
pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampgkngapenting terhadap
lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, tersak sosial budaya, guna

dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tetspbdu dibuat analisis

mengenai dampak lingkunganPada dasarnya proses penilaian Amdal atau

® Muhammad ErwinHukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup, PT Refika Aditama. Bandung, hal 79
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permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan depgases permohonan
dan penerbitkan Izin Lingkung&n
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepa@tiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amatil UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan phicdebagai prasyarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
Menurut Ridwan H.R dalam Prajudi Atmosudirjo bahwarkenaan
dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat akkédn dalam fungsi
menertibkan masyarakat Keragaman peristiwa kongkrit menyebabkan
keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun desmniksecara umum dapat
disebutkan sebagai berikut:
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) tddHaktifitas
tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkamg
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin keang, izin
membongkar pada monumen-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin mamgtaerah
padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dantaskaktifitas
(izin berdasarkardrank en herocawet). Pengurus harus memenuhi
syarat tertentu”.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20hgatekan’:
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memfikidal atau
UKL-UPL wajib memiliki 1zin Lingkungan.

® Penjelasan Peraturan Pemerintah Repubik IndoNesisor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan

" Pasal 1 Peraturan Pemerintah Repubik IndonesiaoN@m Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan

® Ridwan H.R,Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ull Press Indonesia, Yogyakarta
2002. hal 167.

° Philip M. Hadjon.Pengantar hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya. 1992. hal
7.

19 pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 268agfg Izin Lingkungan
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(2) lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayatd{¢roleh
melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KepadarB Lingkungan
Hidup Kota Pekanbaru, apakah jenis usaha dan/aigiatn yang wajib memiliki
izin lingkungan, diperoleh keterangan bahwa jemsisha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki izin lingkungan adalah usaha atagikéan yang wajib AMDAL
atua kegiatan yang berdampak penting terhadapuimggn dan usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajiMBAL wajib memiliki
UKL-UPL.*
Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2@kfafg lzin
Lingkungan menyatakan:

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertutikeh
penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku aRarsa
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota aesdengan
kewenangannya.

(2) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaangaae
pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemasgks
UKLUPL.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izihingkungan di
Kota Pekanbaru.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syawatuk
mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya prosedajan Amdal atau
permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan depgases permohonan
dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukiammdal dan UKL-UPL

dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatame gubernur, atau

' Wawancara penulis dengan Kepala Badan LingkungednpHKota Pekanbaru tanggal
25 Februari 2013.
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bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya metk@apaformasi yang luas

dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan gamnggkin terjadi dari suatu

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan lagkgkah pengendaliannya,
baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagdaerdasarkan informasi

tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangga menetapkan apakah
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan terseblt kigak layak, disetujui, atau

ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan.

Namun dalam pelaksanaannya pemberian izin lingkunda Kota
Pekanbaru tidak selalu lancar. Terkadang ada bedekandala dalam hal
pelaksanannya. Berdasarkan hasil wawancara pedeligan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai faktor ghambat dalam
pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pedanadalalf:

1. Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dasgs medapatkan
persetujuan layak lingkungan untuk AMDAL dan/atakamendasi
UKL-UPL. Investor mengangap membuat dokumen lingjam itu
sulit dan mahal. Kondisi ini secara tidak langsungmperlambat
pertumbuhan investasi di Indonesia. Jika hal ihiriaerus dibiarkan
makan akan kontra produktif dengan kampanye petaériragar
semua usaha dan atau kegiatan melaksanakan biang namah
lingkungan. Pemerintah hendaknya memberikan kenarddepada
pengusaha dalam proses mendapatkan dokumen lingkung

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentaimg lingkungan
dalam pasal-pasalnya belum mengatur mekanisme pga#n AMDAL seperti
apakah biaya pelaksanaan kegiatan komisi ditangglely pemerintah sesuai
kewenangannya dan biaya penyusunan dan penilaidunegm AMDAL
dibebankan kepada pemrakarsa tetapi dalam prakdekmgsih ditemukan di
berbagai daerah tidak ada tarif yang jelas beraggabyang harus dikeluarkan
oleh pemrakarsa sampai pemrakarsa mendapatkan paraetujuan layak

lingkungan dan/atau rekomendasi UKL-UPL.

12 \Wawancara penulis dengan Kepala Badan LingkungednpHKota Pekanbaru tanggal
25 Februari 2013.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pensekaengatakan
bahwa, tarif untuk pembuatan dan proses medapapensetujuan layak
lingkungan untukJKL-UPL sebuah RS tipe C, sekitar Rp.80.000.00€rmasuk
pajak, UKL-UPLKegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan LimbghhB&pir
mencapai Rp 100.000.000,- termasuk pafak

2. Hambatan yang dihadapi pemerintahan Kota Pekanloiiam
melaksanakan penerbitan izin lingkungan berdasarRamnaturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah belum adaeyaturan
daerah/peraturan walikota terbaru terkait pelaksanzenerbitan izin
lingkungan. Hal ini karena Peraturan Pemerintah dlo27 Tahun
2012 baru saja terbit pada tanggal 23 Februari 2@4Rg tidak
mungkin bagi Pemerintah Kota Pekanbaru langsung gadopsi
Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar peksgpenerbitan
izin lingkungan di Kota Pekanbaru. Haruslah Pentahan Kota
Pekanbaru terlebih dahulu melakukan pengkajian tiHara
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingiam kemudian
dilanjutkan pada perumusan Perda atau Perwaliketartaru terkait
pedoman penyusunan dan pelaksanaan izin lingkungarg dalam
perancangannya membutuhkan waktu yang tidak sebenta

3. Pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi itediabidang
lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalah apidiglak ada
alokasi dana untuk melakukan pengawasan.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkaiid#ing lingkungan
hidup di Kota Pekanbaru masih bersifat pasif, yadawu akan turun ke
lapangan apabila terjadi kasus.

Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidakilikn izin
lingkungan di Kota Pekanbaru hanya berbentuk teglisan dan tertulis, hal ini
tentu saja tidak menimbulkan efek jera, dan selamaidak ada dilakukan
pencabutan izin, karena selama ini dengan PeraRearerintah nomor 27 tahun
1999 sulit melakukan penegakan hukum terhadap ggéman amdal dan UKL-

13 Wawancara penulis dengan pemrakarsa tanggal 26&eB013
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UPL mengingat amdal dan UKL-UPL bukan keputusaa tattha negara (TUN).

Pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 dimana jelas izin

lingkungan yang didalamnya termuat amdal atau UKl-Uherupakan keputusan
TUN yang mempunyai konsekuensi hukum atas pelanggga sebagaimana
diatur dalam UUPPH. Jadi amdal dan UKL-UPL yan@m®al ini dianggap dan
dalam prakteknya hanya dibuat untuk memenuhi pextaa mendapatkan izin
operasional, dengan Peraturan Pemerintah ini makauhdapat dipastikan tidak

akan terulang lagi. Pengenaan sanksi tidak hamgadap pemrakarsa

3. Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka PelaksanaarPemberian
Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksamegnberian izin

lingkungan di Kota Pekanbaru adalah:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya menetapkah utatuk
penilaian AMDAL dan pembahasan dokumen UKL-UPL aert
membuat Peraturan Daerah menyangkut biaya peneridarat
Keputusan Kelalayakan Lingkungan dan Rekomendadi-URL agar
tercipta iklim investasi yang baik.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengagendakak metakukan
suatu rencana perancangan Perda/Perwalikota Pelagbag baru
atau membuat rencana perancangan revisi Perda/rubdperaturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Pada saat menudibgiatnya
Perda dan Perwalikota Malang yang sesuai dengaratuPan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingiaim maka
dalam penerapan substansi Perda dan PerwalikotanPaki yang
lama harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan ringshetentang
Izin Lingkungan. Penerapan perda dan perwalikotag ydisesuaikan
dengan peraturan pemerintah tersebut dengan daraitkanya Surat
Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru mengenai penjasua
Perda/Perwalikota Pekanbaru tentang Perizinan Lumgin untuk
sementara menunggu dibuatnya Perda dan Perwaljarig terbaru
dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini.

3. Selain pengawasan melalui kewajiban wajib lapop tmam bulan
sekali untuk mengetahui pengelolaan dan pemaniamgkungan yang
dilakukan oleh perusahaan juga diperlukan pengawgesag dilakukan
dengan cara inspeksi mendadak.

4. Pengawasan perlu dilakukan secara aktif terprogranta kontinu dan
koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dilrestansi terkait
sehingga dapat digunakan sebagai pedoman olehugetgiatan untuk
mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
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5. Selain itu upaya yang perlu dilakukan dalam rangldaksanaan
pemberian izin lingkungandi Kota Pekanbaru adalah dengan
menerapkan sanksi bagi yang melanggar sebagaimeedutkan
dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta0L2 Tentang
Izin Lingkungan, yang menyebutkan bahwa pemeganin Iz
Lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sauksinistratif
yang meliputi:
a.teguran tertulis.
b.paksaan pemerintah.

c. pembekuan Izin Lingkungan.

d. pencabutan Izin Lingkungan
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwayaugyang perlu
dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izgkingan di Kota
pekanbaru adalah menetapkan tarif untuk penilaidDAL dan pembahasan
dokumen UKL-UPL serta membuat Peraturan Daerah amggkut biaya
penerbitan Surat Keputusan Kelalayakan Lingkungan Rekomendasi UKL-
UPL agar tercipta iklim investasi yang baik, dangrapan sanksi secara tegas.
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LICENSE OF ENVIRONMENTAL REGULATION IN THE CITY
GOVERNMENT BASED Pekanbaru
NUMBER 27 IN 2012 ON PERMITS
ENVIRONMENT

YOGI IRWAN

Complex Jalan Garuda Garuda | No. 3 Pekanbaru

ABSTRACT

Article 3 of the Indonesian Government Regulatiom R7 Year 2012 on Environmental
Permit explain every business and / or activitiest impact on the environment shall have EIA.,
And every business and / or activities that areinciuded in the EIA mandatory criteria shall
have UKL-UPL . Basically EIA assessment procespasmeriksaan UKL-UPL is an integral part
of the application process and penerbitkan Enviremtal Permit. Environmental Permit is a
permit granted to any person doing business and¢tivities that must EIA or UKL-UPL for the
protection and management of the environment agr@guisite to obtain business licenses and /
or activities. Environmental permits be decisive fosinesses that want to set up businesses. So,
without an environmental permit then license witlt ibe granted. The purpose of this thesis to
determine the implementation of environmental Igieg in the city of Pekanbaru is based on
Government Regulation No. 27 Year 2012 on EnviramadePermit, inhibiting factors in the
implementation of environmental licensing in théyaf Pekanbaru and effort that needs to be
done in the framework of the implementation of eowimental licensing in the city of Pekanbaru.

This is the type of research because it describessocio-juridical legal issue in the
implementation of the implementation of environnanicensing in the city of Pekanbaru. The
research was conducted in the city of PekanbarpulBtion and sample are in this study is the
Head of the Environment Agency (BLH) Pekanbaru,phmponent and the public. Source of data
used primary data and secondary data collectiohntgues in this study with observations,
interviews and documentation.

From the results of this study concluded, the imqaetation of environmental licensing
in the city of Pekanbaru not fully meet the requiemts as stipulated in Government Regulation
No. 27 Year 2012 on Environmental Permit, such & implementation of environmental
management and monitoring does not involve the conityw Limiting factor in the

implementation of environmental licensing in thgy @f Pekanbaru is the limited human resources
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capable of assessing a business plan and / oiiti@stivbusinesses still consider environmental
permit burdensome in terms of cost. Supervisiontly relevant agencies in the field of
environment in the city of Pekanbaru hit the ci$torts need to be made in the implementation of
environmental licensing in the city of Pekanbaruhis increase of human resources capable of
assessing a business plan and / or activities,ctefée community involvement, required

supervision by way of spot checks ..

Keywords: Implementation, Environmental Permit.
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A. Background

Development activities are carried out in varioasifs of business and /
or activities will basically have an impact on tlmvironment. With the
implementation of the principles of sustainable asavironmentally sound
development in the implementation process, therenmental impacts caused by
the construction activities analyzed the early piag stages, so that the negative
impact of control measures and the development a#fitipe impact can be
prepared as early as possible. Devices or instrtgrieat can be used to do this is
EIA and UKL-UPL.

Article 22 of Law No. 32 of 2009 on the Protectiand Management of
the Environment determined that every business amdactivities that impact on
the environment shall have EIA. EIA includes notyotine study of biophysical
and chemical aspects, but also social and econaspects, social, cultural, and
public health. While for every business and / divatg that does not have an
important impact, in accordance with the provisioh#rticle 34 of Law No. 32
of 2009 on the Protection and Management of therBnment is required to have
UKL-UPL.

Article 3 of the Indonesian Government Regulatiom R7 Year 2012 on
Environmental Permit explain every business andactivities that impact on the
environment shall have EIA., And every business aod activities that are not
included in the EIA mandatory criteria shall hav&llJUPL . Basically EIA
assessment process or permeriksaan UKL-UPL is #&egrad part of the
application process and penerbitkan Environmergahi.

Environmental Permit is a permit granted to anysperdoing business
and / or activities that must EIA or UKL-UPL fordtprotection and management
of the environment as a prerequisite to obtainr®ss licenses and / or activities.
Environmental permits be decisive for businessas want to set up businesses.
So, without an environmental permit then licensk nat be granted.

Environmental Permit request submitted in writingthe person in charge
of business and / or activity as the initiator lte Minister, governor or regent /

mayor in accordance with their authority. Enviromta License Application
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submitted concurrently with the submission and sssent Andal RKL-RPL or
UKL-UPL examination. Environmental permit applicatimust be accompanied
by:

a. EIA document or form UKL-UPL;

b. Founding document of Business and / or actsyjitaad

c. Business Profile and / or activities.

EIA is a key requirement in obtaining environmentpkermits.
Environmental permit is a prerequisite to obtairbusiness license and / or
activities. In fact, Business License / Permit\agtican be null and void, if the
environmental permit revoked. Environmental Perigsuance purposes, among
others, to provide protection against environmeantaiservation and sustainable
development, improve control efforts Enterprised aror activities that have a
negative impact on the environment, provide claotyprocedures, mechanisms
and inter-agency coordination in the implementatibficensing for Business and
/ or Activity , and provide legal certainty to bness and / or activity.

With the inclusion of EIA and UKL-UPL in the busegplanning process
and / or activities, minister, governor or regemhadyor in accordance with the
authority to get a broad and in-depth informaticelated to the possible
environmental impact of a business plan and / @& d&ativity and control
measures, both from the technological, social, mstitutional. Based on this
information, decision makers can consider and deter whether a business plan
and / or activity is feasible, not feasible, ap@ay or rejected, and the
environmental permit can be issued

Pekanbaru city as the capital of Riau province msndne of the biggest
city on the island of Sumatra has experienced dr@amd development in various
fields. Developments that occurred in the city adk&nbaru seen with the
development of the economy in all sectors, industage, education and services.
Development of the city is characterized by theeflgyment of a variety of
physical infrastructure to support the activitiéshe city on one hand is a symbol
of the progress of human civilization, especialty dwellers who tend to follow

the times, but on the other hand the developmenteifurban environment that
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have been and are currently also had a negativadmphich ultimately may
result in environmental degradation. It is chamzgégl by the increasing number
of emerging issues in the urban environment.

To maintain the environmental conditions in they @f Pekanbaru, then
any effort or activity must have an environmentalrpit is a determinant for
businesses who want to set up businesses. So,uiti® environmental permit
will not be issued a business license which is rirendate of the Indonesian
Government Regulation No. 27 Year 2012 on EnviramadePermit.

But the reality on the ground is still many shonteigs that characterize
the implementation of the provision of environménp@rmit in the city of
Pekanbaru, namely:

1. There are many business activities and indusdgaelopment in the

city of Pekanbaru that does not have environmetgarance.

2. The application of sanctions against busineskas do not have
environmental permits in the city of Pekanbaru osttyaped oral and
written reprimands, it is certainly not a deterrefiect.

3. Preparation of an environmental permit was nthdang activities have
started, which should already be prepared and gkfcsion from the
agency responsible for pre-construction activitiekted business or
activity carried out.

4. Proponent rarely hold public consultations wtitle communities that
will be affected by the business development aatiito be performed.

On the basis of the description above, the authi@snterested to study in
the form of thesis entitledimplementation of the Environmental Permit in
Pekanbaru Based on Government Regulation No. 27 Yea2012 on

Environmental Permit" .
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B. Problem Formulation

From the above description of the background, dneafilation of the issues raised

in this study are:

1. How is the implementation of environmental lisewy in the city of Pekanbaru
based on Government Regulation No. 27 Year 2012rmronmental Permit?

2. What is the limiting factor in the implementatiof environmental licensing in
the city of Pekanbaru?

3. Are the efforts needed for the implementationen¥ironmental licensing in
Pekanbaru City?

C. Discussion
1. Implementation of the Environmental Permit in Pé&anbaru Based on
Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environnm¢al Permit.

Environmental permit is a permit that must be owhgdny person doing
business and / or activities that are mandatory &IAKL-UPL for the protection
and management of the environment as a prerequdsitebtaining a business
license and / or activities. From these definitiohscan be seen that the
environmental permit has not been done at the timdae activities carried out
and to get the business plan and / or activitiesilshhave a document form EIA
or UKL-UPL. The environmental permit will be a reqament to obtain operating
permits business plan and / or activities. So t@ress license will not be issued
if there are no environmental permits and envirami@epermits will not be
issued if there is no document EIA or UKL-UPL form.

Government Regulation No. 27 Year 2012 on Envirental Permit say
that the procedures for obtaining an environmepémit such, must submit a)
the document EIA or UKL-UPL form, b) document thatadlishment of business
and / or activity, and c) Business Profile and / axtivities. Then the
environmental permit before it is published in ath@& must be announced to the
public on the proposed business location and /ctvies for advice, opinions
and responses from the public. Suggestions, omraond responses were made by

representatives of affected communities that areninees of the environmental
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impact review commission. Issuance of environmenparmits is done
simultaneously with the issuance of the environmlef¢asibility decision or
recommendation UKL-UPL.

Based on the results of research on the Envirohdgency in Pekanbaru,
the implementation of environmental permits aftesuance of Government
Regulation No. 27 of 2012, has not been effectivelglemented or has not been
programmed in Pekanbaru. Evidence of non-performaricthe issuance of an
environmental permit under Government Regulation 2bof 2012 is the result
of the interview to the Head of the Environment Agg and based on the data
construction in the city of Pekanbaru, in 2012¢bastruction of which shall have
the proponent EIA numbered 2. The following datdda EIA document creation
in 2012:

Table lil.1

List of Documents EIA Pekanbaru City in 2012

Name of Company / - o No. and date
No Proponent Activity Area Activity of Ratification
1 | PT. Basko Green tower Grand Mall, Hotel Dan | JI. Jend. Sudirman. SK Walikota
Sudirman Apartement | & || Kelurahan Simpang | Pekanbaru No
Empat Kota Pekanbaru 140 Tahun
2012 Tgl. 2
April 2012
2 | PT. Bank Riau Kepri Menara Dang Merdu BankJl. Jend. Sudirman JI.| SK Walikota
Riau Kepri Cut Nyak Dien. Kel. Pekanbaru No
Tanah Datar Kec. 57 Tahun 2012
Pekanbaru Kota Tgl. 31 Mei
2012

Sources: EIA Document Creation Data Archive in Péleaiu, 2013
As for the document creation environment thanhas mandatory EIA,
required to make the document Environmental Manageraffort (UKL) and
Environmental Monitoring Effort (UPL), some exanmgplef initiator document
UKL-UPL environment in 2012:
Table 111.2
Recommendations recapitulation UKL-UPL Pekanbaty i 2012

Name of Company / o - Date
No Proponent Activity Activity Approval / SK Endorsement
1 | PT.Indofood CBP Industri Mie JI.Kaharuddin 660/BLH/UKL- Januari 2012
Sukses MakmurTbk Instans Nasution UPL/01/2012
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Cabang Pekanbaru

Km.12Kel.Maharatu
Kec. Marpoyan
Damai

PT.Inti Cakrawala

JI.Soekarno Hatta

Citra(PemrakarsaUsahg Pusat Perkulakan | Kel. SidomulyoBarat 660/BLH/UKL- Januari 2012
UPL/02/2012
Pusat Perkulakan) Kec.Tampan
3 PT.A_nugerah Riau Pembangunan JI.Ra\_/vabenlng 660/BLH/UKL- 20 Januari
Mustika Perumahan Kel.Sidomulyo
. UPL/03/2012 2012
PermataBening BaratKec.Tampan
4 | RS.Awal Bros Tipe C ;g”}’ﬁ;‘lg;rnoin JI. HR. Subrantas | 660/BLH/UKL- | L b o0y
Tipé C Panam Kec.Tampan | UPL/04/2012
5 | Dinas Pekerjaan Umum| Pembangunan JI. S.M.Amin Kel.
Provins Gedung Kantor | Simpang Baru | geoyg k(- | 6 Februari
. -1amp UPL/06/2012 | 2012
Pekerjaan Umum
Provinsi Riau
6 | Hotel Majestic Pembangunan 31 Ir H.Juanda 660/BLH/UKL- 17 Februari
Hotel Majestic I\ UPL/06/2012 2012
PT.Schlumberger Workshop Jl.Yos Sudarso .
! GeophysicsNusantara | Electrical Km.18 Kel.Muara 660.1/BLH/UKL 27 Februari
i . .| -UPL/07/2012 2012
Submersible Pump Fajar Kec. Rumbai
8 | PT.Sarana . Renca”‘?‘ JL.Jend.Sudirman
Pembangunan Riau Peremajaan .
danPengembangah Kel.Simpang Empat
. - ’ Kec.Pekanbaru kota | 660.1/BLH/UKL
Stasiun 9 Maret 2012
-UPL/08/2012
BahanBakar
Umum (SPBU)
14.282.260
9 | PT.Apik Berseri Pembakaran Jl.Baledang
Cemerlang Limbah Medis Kel.Tangkerang Kec. 682&/1%7%;)5 L 14 Maret 2012
RumahSakit Pekanbaru kota
10 | PT.Monrad Lumban Makanan dan JI.Rajawali No.45
Holbug Mimuman Kel. Kampung 660.1/BLH/UKL 6 Februari
Herbal,VCO,Suple| Melayu Kec. -UPL/5.a/2012 2012
men,Pakan Ternak Sukajadi
11 | Klinik Sejahtera li JI.Bakti Permai
Pembangunan 1.No.27 Kel.Labuh | 660.1/BLH/UKL
Klinik Sejahtera Il | Baru Barat _UPL/11/2012 | 21Maret2012
Kec.Payung Sekaki
Jl.cempaka
12 | SPBU Rahma Yenna SPBU Kel.Harjosari 660.1/BLH/UKL 27 Maret 2012
Rahman o -UPL/12/2012
Kec.Sukajadi
13 | SPBU HJ.Desilidita Kegiatan SPBU
Thahar HJ.DESILIDITA ﬂézag%kﬁtrinf 'z;ab“a ?Sgi_l//l%zHéLlng 27 Maret 2012
THAHAR ' y
14| PT.Laksamana Bertuah| pe hangunan City ﬂ;‘g‘:f“&'&m""” 660.1/BLH/UKL | oo
Hotel >890 REC. -UPL/14/2012
Senapelan
15 | PT.Hero Supermarket | Rencana JI.T.Tambusai.
Tbk Pembangunan Kel.Tangkerang Barat 660./BLH/UKL- Apr-12
; UPL/15/2012
Gianthypermarket | Kec.Marpoyan Damal
Rencana Jl.Kaharudin
16 Z'llj'é%?ngun Semesta Pembangunan Nasution S?DOL;?GIS_ /%%L 30-Apr-2012
SPBU CODO Kel.SimpangTiga
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kec.Bukit raya

17 | Klinik Budi Mulia JIl.Soekarno Hatta
Pembangunan : : 660./BLH/UKL- .
Klinik Kel.SidomulyoTimur UPL/16/2012 21 Mei 2012
Kec.Marpoyan Damal
18 | RS.Pekanbaru Eye JIl.Soekarno Hatta
Center Rumah Sakit Mata| Kel.SidomulyoTimur 660./BLH/UKL- 24 Mei 2012
UPL/17/2012
Kec.Marpoyan Dama
19 | PT.Wira Eka Medika Jl.Kaharudin
Insani Pembangunan Nasution Kel. 660./BLH/UKL- .
Rumah Sakit MaharatuKec. UPL/18/2012 24 Mei 2012
Marpoyan Damai
20 | PT.Wastika Karya Asphalt Mixing ﬂé?rﬁfuur;obn;iosl\lﬂi}?z 660./BLHIUKL | oy 100
Plant X , UPL/19/2012
Kec. Rumbai
21 | PT.Sumberdaya Pembangkit Listrik .
Sewatama Tenaga ﬁiﬁﬂ:?umu ?336/2%5%;); L 28 Mei 2012
Diesel(PLTD) '
22 | PT.Bima Goltens Pembangkit Listrik .
Powerindo Tenaga ﬁgt{?ﬂ;rguﬁjuu ?336/2815;(;;}; L 28 Mei 2012
Diesel(PLTD) o
23 | PT.Riau Intan Baduri Pembangunan JI. Adi Sucipto
Hotel Grand Kel.Maharatu Kec. 660.1/BLH/UKL Juni 2012
L : -UPL/22/2012
Mabhligai Marpoyan Damai
24 | PT.Seraya Sumber Pembangunan JI. Purwodadi
Sejahtera Perumahan Kel.Sidomulyo Barat 660.1/BLH/UKL Juni 2012
) -UPL/23/2012
CitraGarden Kec.Tampan
25 | PT.Hero Supermarket | Rencana JIl.Soekarno Hatta
Thk Pembangunan Kel.Labu Baru Barat 660./BLH/UKL- Juni 2012
.| UPL/23/2012
Supermarket Kec.Payung Sekaki
Pembangunan JI. Jend. Sudirman No
26 | Grand Central Hotel Grand Central 1 Kel. Tangkerang 660/BLH/UKL- Juni 2012
; UPL/24/2012
Hotel Utara Kec.Bukit Rayad
27 | Klinik Keluarga Sehat Jl.Garuda Sakti Kel.
. Pembangunan ; 660.1/BLH/UKL .
dokter Bastian Klinik Simpang Baru UPL/25/2012 Juni 2012
Kec.Tampan
28 | PT.Prima Maju JI. Paus
Trikencana Pembangunan Kel.Tangkerang 660./BLH/UKL- 9 Juli 2012
SPBU Tengah UPL/26/2012
Kec.Marpoyan Damal
Pembangunan
. Komplek Sekolah
29 | PT.Kalta Citra Utama International 31, Arifin Ahmad 660./BLH/UKL- 9 Juli 2012
Creative School ' UPL/27/2012
dan Gedung
perkantoran
30 | PT. Puteri Aulia Dita JI. HR.Soebrantas
. Pembangunan 660./BLH/UKL- .
Medika Aulia Hospital Kel.Tuah Karya UPL/28/2012 Juli 2012
Kec.Tampan
31 | PT.Ewan Super Food | Kegiatan Industri .
Pengolahan ﬂé?&?éﬁdd'” 660/BLH/UKL- Juli 2012
Moulding UPL/29/2012
32 | PT.Primanru Jaya Kegiatan
Pengumpulan dan . 660/BLH/UKL- .
Pengangkutan JI. Garuda Sakti No 7] UPL/30/2012 Juli 2012
Limbah B3
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33 | RS.Sumatera Eye Pembangunan
. . - 660./BLH/UKL- .
Hospital Rumah S_aklt JI. Arifin Ahmad UPL/31/2012 23 Juli 2012
EyeHospital
34 | PT. Robina Putra Pembanaunan JI. Jend. Sudirman,
Perkasa Hotel daﬁ Kel. Sidomulyo 660.1/BLH/UKL 24 Agustus
Timur Kec. -UPL/34/2012 2012
Ballroom .
Marpoyan Damai
35 | PT.Bangun Sejahtera | o ponaunan | Ok Kaharudin .~ 1 een 481 biuKL | 27 Agustus
Bersama Nasution, Kel. Simp.
Swalayan . . -UPL/35/2012 2012
Tiga Kec. Bukit Raya
36 | PT. XL Axiata, Tbk Pembangunan JI. S. M. Amin
(Arengka Il) RT. 03 | 660.1/BLH/UKL can.
Menara & Gedung| o\ 07 Kel. Simpang -UPL/36/2012 07-Sep-12
XLNetwork
Baru, Kec. Tampan
37 | CV. Tirta Bening JI. Taskurun/Duku
Sumber Alami No. 96, Kel. 660.1/BLH/UKL
AMDK Wonorejo Kec. -UPL/37/2012 26-Nop-12
Marpoyan Damai
38 | PT. Wahyu Bangun .| JI. Punak, Kelurahan
Utama Perumghan Alami Labuh Baru Barat, 660.1/BLH/UKL 27-Nop-12
Permai VI .| -UPL/38/2012
Kec. Payung Sekaki
39 | PT. Adlan Adham JI. Yos Sudarso, Kel.
. ' 660.1/BLH/UKL 5 Desember
Mandiri SPBU 14.281.616 | Kampung Baru ,Kec. UPL/39/2012 2012
Senapelan
40 | PT. Sani Citra JI. Sultan Syarif
Hotel Grand Qasyim No. 135,Kel.| 660.1/BLH/UKL 7 Desember
Sahara Rintis, Kec. Lima -UPL/40/2012 2012
Puluh
41 | PT. Wiradjaja Prima JI. Siak II, Kelurahan
. S 660.1/BLH/UKL 7 Desember
Kencana Usaha Readymix Rumba! Bukit Kec. UPL/41/2012 2012
Rumbai
42 | PT. PLN (Persero), Pembanakit Listrik Teluk Lembu,
Pembangkit Sumbag Ut. Tenaaa Ig\]/lesin Gas Kelurahan Tanjung | 660.1/BLH/UKL 21 Desember
Sektor Pembangkitan 9 7 Rhu, Kecamatan -UPL/42/2012 2012
(PLTMG) 25 MW | .
Pekanbaru Lima Puluh
43 | Restoran KFC JI.Arifin Ahmad, Kel.
Restoran Cepat Sidomulyo 660.1/BLH/UKL 27 Desember
Saji Timur Kecamatan -UPL/43/2012 2012
Marpoyan Damai
44 gzt.rla_lteasrfr?: Logam Stasiun Pengisian ‘llaelﬁ rr]ashgr:Dg:IZs Kec 660.1/BLH/UKL 27 Desember
Bulk Elpiji (SPBE) RuMbai -UPL/43/2012 2012

Sources: Data Archive UKL-UPL Pekanbaru City in 201

Based on the number of environmental

documents$ khiawve been

evaluated by the EIA Commission team and steeriognnaittee UKL-UPL

Pekanbaru City in 2012 amounted to 3 pieces of ddéuments and 44 pieces of
UKL UPL. If seen from the number of business aralstrial activities in the city
of Pekanbaru to know that the preparation of an B UKL UPL studies to
date have been able to be applied in the city dafearu, but not all of the
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business or activity in the city of Pekanbaru tovehahe environmental
management documents, such as PT . Bangkinangeatedl at Railway Road
and the other in the PT Rickry unit in Jalan ODCAmely rubber processing
company.

Basically all development activities impact on #mevironment. From the
initial planning of a business or development anés have had a significant
impact on the estimated load on the environmert pbysical and non-physical,
including socio-cultural, in order to be considengbether the plan should be
made for environmental impact assessment. BasiEdflyassessment process or
permeriksaan UKL-UPL is an integral part of the laggtion process and
penerbitkan Environmental Permit.

Environmental Permit is a permit granted to anysperdoing business
and / or activities that must EIA or UKL-UPL fordtprotection and management
of the environment as a prerequisite to obtainr®ss licenses and / or activities.

According to Ridwan HR in Prajudi Atmosudirjo thaith regard to the
functions of modern law, permits can be put in scigllined society functions.
The diversity of concrete events also cause therslity of this permit purposes.
Although demikan generally can be described as\ial!

1. Desire directing (controlling sturen) certaintidtes (eg building

permits).

2. Prevent harm to the environment (environmergainits).

3. The desire to protect certain objects (flightnpie permit to dismantle

monuments).

4. Want to share a few things (permits inhabit dgngopulated areas).

5. Briefing, with select people and activities pession based drank en

herocawet). Administrators must meet certain regquoents ".

Article 2 of Government Regulation No. 27 of 20i&tss:

(1) Every business and / or activities that areliregl to have AMDAL or

UKL-UPL must have Environmental Permit.
(2) Environmental Permit as referred to in parafgrgfp) is obtained

through the stages of activities including:
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a. preparation of EIA and UKL-UPL.

b. EIA assessment and examination UKL-UPL.

c. Environmental Permit application and issuance.

Based on the results of interviews with writers iEmvment Agency in
Pekanbaru, if the type of business and / or ad#ithat are required to have an
environmental permit, obtained information that tgpe of business and / or
activities that are required to have an environ@gmermit is business or activity
shall EIA Atua impact activities important to theaveonment and the business
and / or activities that are not included in thé\Ehandatory criteria shall have
UKL-UPL.

Article 42 of Government Regulation No. 27 Year 2@h Environmental
Permit states:

(1) Environmental Permit Application submitted imitsng by the person
in charge of business and / or activity as theatat to the Minister,
governor or regent / mayor in accordance with taathority.

(2) Environmental Permit Application submitted comrently with the
submission and assessment Andal RKL-RPL or UKLUPL

examination.

2. Obstacles in Implementing Environmental Permitim Pekanbaru.

EIA and UKL-UPL is also one of the requirements abtain
Environmental Permits. Basically EIA assessmentgss or permeriksaan UKL-
UPL is an integral part of the application procasd penerbitkan Environmental
Permit. With the inclusion of EIA and UKL-UPL inghbusiness planning process
and / or activities, minister, governor or regemhadyor in accordance with the
authority to get a broad and in-depth informaticelated to the possible
environmental impact of a business plan and / @& d&ativity and control
measures, both from the technological, social, mstitutional. Based on this
information, decision makers can consider and deter whether a business plan
and / or activity is feasible, not feasible, ap@wyor rejected, and environmental

permits can be issued.
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But in actual environmental permits in the cityRekanbaru is not always
smooth. Sometimes there are some constraints mstef its implementation.
Based on the results of interviews with writers iEmwvment Agency in Pekanbaru
the limiting factor in the implementation of envimoental licensing in the city of
Pekanbaru is:

1. The absence of a clear rate for manufacturing @nocessing
environments feasible to obtain EIA approval and of
recommendation UKL-UPL. Investors regard the emuimment makes
it difficult to document and costly. This conditianindirectly slowing
the growth of investment in Indonesia. If this ttesontinues it will be
counter productive to eat the government campdignall businesses
or activities and implement environmentally friepdbusiness.
Government should provide facilities to entrepreaan the process
of getting environmental documents.

Government Regulation No. 27 Year 2012 on envirartalgermits in its
articles have not set up financing mechanisms sash whether EIA
implementation costs borne by the government cosiomsand the appropriate
authority and the costs of preparing the EIA docoinzssessment charged to the
initiator but in practice still found in many areta®re is no tariff clear how much
it costs to be incurred by the proponent to obtitetter of approval decent
initiator environments and / or UKL-UPL recommerndat

Based on the results of interviews with the autimoponents say that, for
rate-making and the process to obtain environmegptovals worth UKL-UPL
an RS type C, about Rp.80.000.000 '- including gaxiKL-UPL Activity Waste
Collection and Transportation B3, almost reaching 1®0.000.000, - including
taxes.

2. Obstacles faced in implementing the rule of Rbkau issuance
environment based on Government Regulation No.f2Z0b2 is the
absence of local laws / regulations regarding tbadact of the
mayor's latest environmental permit issuance. Thidbecause the

Government Regulation No. 27 of 2012 has just dsue February
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23, 2012, which is not possible for the Governnterndadopt the city
of Pekanbaru direct government regulation is furelsiad to the
implementation of the issuance of environmentainisrin the city of
Pekanbaru. Pekanbaru City Government must firsyy caut a review
of Government Regulation No. 27 Year 2012 on Emnmental
Permit, then proceed to the formulation of regoladi or guidelines
related Pekanbaru Perwalikota preparation and imgxeation of an
environmental permit, which in its design takesragltime.

3. Supervision has been done by the relevant aggenni the field of
environment in the city of Pekanbaru hit the casiere is no
allocation of funds to conduct surveillance.

4. Supervision carried out by the relevant agentiethe environmental
field in the city of Pekanbaru is still passive,new will take to the
field in case of.

The application of sanctions against businesses tita not have
environmental permits in the city of Pekanbaru oshaped oral and written
reprimands, it is certainly not a deterrent effecid as long as there is no lifting
of the permit, as long as this Government Regulatim. 27 of 1999 tough
perform law enforcement against violations of EmdaJKL-UPL remember EIA
and UKL-UPL is not a state administrative decisi@@N). On Government
Regulation No. 27 Year 2012, which clearly contdirteerein environmental
permit EIA or UKL-UPL is TUN decisions that haveg® consequences for the
infraction as set forth in UUPPH. So EIA and UKL-URvhich have been
considered and in practice only be made to meetetpeirement of obtaining an
operating permit, with government regulation thercartainly will not happen

again. Imposition of sanctions not only againstgheponent

3. Efforts What to Do In Order Execution Environment Permit in
Pekanbaru.
Efforts need to be made in the implementation eirenmental licensing

in the city of Pekanbaru is:
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1. Pekanbaru City government should#sth assessment rates for EIA
and UKL-UPL discussion document and make a loggllegion on the
costs of issuance of the Decree of the Environmemd
Recommendations Kelalayakan UKL-UPL in order to atee a
favorable investment climate.

2. Pekanbaru City government immedyaseheduled to perform a design
plan regulation / Perwalikota Pekanbaru new orsexiregulation plan
design / according to Government Regulation Noo22012. At the
time of waiting and Perwalikota Malang regulatiomsade in
accordance with Government Regulation No. 27 Ye8022 on
Environmental Permit, then the substance of thdiGgimpn of law and
Perwalikota Pekanbaru old should be adjusted wita &im of
Government Regulation on Environmental Permit. Rékota
application of regulations and government regufegithat are tailored
to the way diterbitkanya Decree (SK) Mayor of Pddam on adjusting
the law / Perwalikota Pekanbaru on Environmentalehsing for a
while waiting Perwalikota made law and in accoragamgth the most
recent and current government regulations.

3. In addition to monitoring through tlobligation to report every six
months to determine the environmental managemetnaonitoring
undertaken by the company are also required sigienvby way of
spot checks.

4. Supervision needs to be done tovelgtiprogrammed and continuous
and coordination of the Department of Environmemd ®epartment /
Agency concerned so that it can be used as a queddly the
perpetrators of activities to achieve environméwntatustainable
development

5. In addition, efforts need to be dore the framework of the
implementation of environmental licensing in they @f Pekanbaru is
to impose sanctions for noncompliance as statediriicle 71 of
Government Regulation No. 27 Year 2012 on EnviramadePermit,

31



which states that the Environmental Permit holdeh® violate the

provisions of the administrative sanctions include:

a. written warning.

b. government coercion.

c. Environmental Permit freezing.

d. Environmental Permit revocation

Based on the above it can be seen that the effeeeded in the

implementation of environmental licensing in thaycbf Pekanbaru is set
assessment rates for EIA and UKL-UPL discussiorudmmt and make a local
regulation on the costs of issuance of the Decreehe Environment and
Recommendations Kelalayakan UKL-UPL in order tcategavorable investment

climate, and the imposition of sanctions explicitly
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